
 

 

Nasionalisme 

A. Latar Belakang Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Bahkan 

tidak sekedar wawasan saja tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam 

menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang lebih penting. Diharapkan dengan 

nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan 

kepentingan publik, bangsa dan negara. Pegawai ASN akan berpikir tidak lagi sektoral 

dangan mental blocknya, tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih 

besar yakni bangsa dan negara. Nilai-nilai yang senantiasa berorientasi pada kepentingan 

publik (kepublikan) menjadi nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Untuk 

itu pegawai ASN harus memahami dan mampu mengaktualisasikan Pancasila dan semangat 

nasionalisme serta wawasan kebangsaan dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugasnya, 

sesuai bidangnya masing-masing. Pegawai ASN dapat mempelajari bagaimana aktualisasi 

sila demi sila dalam Pancasila, dan berbagai kisah ketauladanan yang dapat diambil 

hikmahnya. Peserta Prajabatan dapat belajar dari sejarah perjalanan bangsa, ketauladanan 

para pejuang dan aparatur/pejabat publik yang saat ini mampu memberikan inspirasi betapa 

mereka memiliki karakter yang kuat dengan nasionalisme dan wawasan kebangsaaannya.  

Makna nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang 

mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan 

atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya 

maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya. Kita sebagai warga negara 

Indonesia, sudah tentu merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara Indonesia. 

Kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara tidak berarti kita merasa lebih 

hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara lain. Kita tidak boleh memiliki semangat 

nasionalisme yang berlebihan (chauvinisme) tetapi kita harus mengembangkan sikap saling 

menghormati, menghargai dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain.  

Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya 

sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini 

jelas mencerai beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Keadaan seperti ini 

sering disebut chauvinisme. Sedang dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan 

tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati 

bangsa lain. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia 

Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. 



 

Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar 

bangsa Indonesia senantiasa: menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan 

keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan; 

menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai 

bangsa Indonesia dan bertanah air  

Nasionalisme Indonesia serta tidak merasa rendah diri; mengakui persamaan 

derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa; 

menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia; mengembangkan sikap tenggang 

rasa. Menurut H. Hadi, setiap orang tentu memiliki rasa kebangsaan dan memiliki wawasan 

kebangsaan dalam perasaan atau pikiran, paling tidak di dalam hati nuraninya. Dalam 

realitas, rasa kebangsaan itu seperti sesuatu yang dapat dirasakan tetapi sulit dipahami. 

Namun ada getaran atau resonansi dan pikiran ketika rasa kebangsaan tersentuh. Rasa 

kebangsaan bisa timbul dan terpendam secara berbeda dari orang per orang dengan naluri 

kejuangannya masing-masing, tetapi bisa juga timbul dalam kelompok yang berpotensi 

dahsyat luar biasa kekuatannya. 

 Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara alamiah 

karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi 

perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa 

kini. Dinamisasi rasa kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi 

wawasan kebangsaan, yakni pikiran-pikiran yang bersifat nasional dimana suatu bangsa 

memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas. Berdasarkan rasa dan paham 

kebangsaan itu, timbul semangat kebangsaan atau semangat patriotisme.  

Wawasan kebangsaan mengandung pula tuntutan suatu bangsa untuk mewujudkan 

jati diri, serta mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang meyakini nilai-nilai budayanya, 

yang lahir dan tumbuh sebagai penjelmaan kepribadiannya. Rasa kebangsaan bukan 

monopoli suatu bangsa, tetapi ia merupakan perekat yang mempersatukan dan memberi 

dasar keberadaan (raison d’entre) bangsa-bangsa di dunia. Dengan demikian rasa 

kebangsaan bukanlah sesuatu yang unik yang hanya ada dalam diri bangsa kita karena hal 

yang sama juga dialami bangsa-bangsa lain.  

Wawasan kebangsaan ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam mengekspresikan 

diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungan nusantara itu. Unsur-unsur 

dasar wawasan kebangsaan itu ialah: wadah (organisasi), isi, dan tata laku. Dari wadah dan 



 

isi wawasan itu, tampak adanya bidang-bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan 

keserasian dalam bidang-bidang: Satu kesatuan bangsa, satu kesatuan budaya, satu 

kesatuan wilayah, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam.  

Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Nusantara (archipelagic) dipahami 

sebagai konsep kewilayahan nasional dengan penekanan bahwa wilayah negara Indonesia 

terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut. Laut yang menghubungkan dan 

mempersatukan pulau-pulau yang tersebar di seantero khatulistiwa. Sedangkan Wawasan 

Nusantara adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu 

kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di 

bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan 

negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang 

meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam.  

Wawasan Nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat, 

bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan 

udara di atasnya sebagai satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan 

Keamanan. Secara umum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri 

dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai 

dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita–cita 

nasionalnya. Sedangkan arti dari wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa 

Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai 

dengan geografi wilayah  

 Nasionalisme nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan 

atau cita–cita nasionalnya. Dengan demikian wawasan nusantara berperan untuk 

membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupannya serta sebagai rambu– 

rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. Wawasan nusantara sebagai cara pandang 

juga mengajarkan bagaimana pentingnya membina persatuan dan kesatuan dalam segenap 

aspek kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita – citanya. 

B. Pemahaman dan Implementasi Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa bagi Aparatur Sipil 

Negara (ASN) dalam Menjalankan Tugasnya. Titik temu antara agama dan negara pada 

akhirnya memberi berkah bagi Indonesia menuju negara modern dan demokratis. 

Modernisasi dan demokratisasi memerlukan prakondisi berupa adanya kompromi antara 

otoritas sekuler (kebangsaan) dan otoritas agama. Tidak benar bahwa perlu ada sekularisasi 

(pemisahan) antara negara dan agama bagi negara modern dan demokratis.Kunci 



 

membangun negara modern dan demokratis bukan pada ada tidaknya pemisah antara 

agama dan negara. Bagaimana membangun relasi agama dan negara dalam ketatanegaraan 

merupakan pilihan historis. Namun, kunci menuju negara demokratis terletak pada 

bagaimana mengembangkan toleransi kembar (twin tolerations) dalam konstruksi politik.  

Toleransi kembar adalah situasi ketika institusi agama dan negara menyadari batas 

otoritasnya lalu mengembangkan toleransi sesuai fungsinya masing-masing. Dalam 

mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan, kita perlu mendudukkan Pancasila secara 

proporsional. Dalam hal ini, Pancasila bukan agama yang bermaksud mengatur sistem 

keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan masyarakat bisa 

melibatkan nilai-nilai moral universal agama-agama yang ada. Pancasila bermaksud 

menjadikan nilai-nilai moral ketuhanan sebagai landasan pengelolaan kehidupan dalam 

konteks masyarakat yang majemuk, tanpa menjadikan salah satu agama tertentu mendikte 

negara.  

Implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan berdemokrasi menempatkan 

kekuasaan berada di bawah Tuhan dan rakyat sekaligus. Demokrasi Indonesia tidak hanya 

berarti daulat rakyat tapi juga daulat Tuhan, sehingga disebut dengan teodemokrasi. Ini 

bermakna bahwa kekuasaan (jabatan) itu tidak hanya amanat manusia tapi juga amanat 

Tuhan. Maka, kekuasaan (jabatan) harus diemban dengan penuh tanggung jawab dan 

sungguh-sungguh. Kekuasaan (jabatan) juga harus dijalankan dengan transparan dan 

akuntabel karena jabatan yang dimiliki adalah amanat manusia dan amanat Tuhan yang 

tidak boleh dilalaikan. Nilai-nilai ketuhanan diimplementasikan dengan cara 

mengembangkan etika sosial di masyarakat. Nilai-nilai ketuhanan menjiwai nilai-nilai lain 

yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti persatuan, 

kemanusiaan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Dalam hal ini nilai-nilai ketuhanan 

menjadi sila yang menjiwai sila - sila yang lain dalam Pancasila.  

C. Pemahaman dan Implementasi Nilai-nilai Kemanusiaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) 

dalam Menjalankan Tugasnya Embrio bangsa Indonesia berasal dari pandangan 

kemanusiaan universal yang disumbangkan dari berbagai interaksi peradaban dunia. 

Penjajahan yang berlangsung di berbagai belahan dunia merupakan upaya masif 

internasional dalam merendahkan martabat kemanusiaan. Sehingga perwujudan Indonesia 

merdeka merupakan cara dalam memuliakan nilai - nilai kemanusiaan universal.  

Kemerdekaan Indonesia merupakan ungkapan kepada dunia bahwa dunia harus 

dibangun berdasarkan kesederajatan antarbangsa dan egalitarianisme antar umat manusia. 



 

Dalam hal ini semangat nasionalisme tidak bisa lepas dari semangat kemanusiaan. Belum 

disebut sebagai seorang yang nasionalis jika ia belum menunjukkan jiwa kemanusiaan. 

Dalam gempuran globalisasi, pemerintahan yang di-bangun harus memperhatikan prinsip 

kemanusiaan dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan 

pemerintahan global atau dunia. Jangan sampai lebih memperhatikan kemanusiaan dalam 

negeri tapi mengabaikan pergulatan dunia, atau sebaliknya, terlibat dalam interaksi global 

namun mengabaikan kemanusiaan masyarakat bangsanya sendiri.  

Perpaduan prinsip sila pertama dan kedua Pancasila menuntut pemerintah dan 

peyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan 

memegang cita-cita moral rakyat yang mulia. Di tengah globalisasi yang semakin meluas 

cakupannya, masyarakat Indonesia perlu lebih selektif dalam menerima pengaruh global. 

Pengaruh global yang positif, yakni yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan tentu lebih 

diterima dibanding pengaruh yang negatif, yakni yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. 

Untuk itu, diperlukan pemimpin yang mampu menentukan kebijakan dan arah 

pembangunan dengan mempertimbangkan keselarasan antara kepentingan nasional dan 

kemaslahatan global.  

D. Pemahaman Dan Implementasi Sila Persatuan Indonesia Bagi Aparatur Sipil Negara 

(ASN) Dalam Menjalankan Tugasnya. Upaya melaksanakan sila ketiga Pancasila dalam 

masyarakat plural seperti Indonesia bukanlah sesuatu hal yang mudah. Sejak awal 

berdirinya Indonesia, agenda membangun bangsa (nation building) merupakan sesuatu 

yang harus terus menerus dibina, dilakukan dan ditumbuh kembangkan. Bung Karno 

misalnya, membangun rasa kebangsaan dengan membangkitkan sentimen nasionalisme 

yang menggerakkan suatu i’tikad, suatu keinsyafan rakyat, bahwa rakyat ini adalah satu 

golongan, satu bangsa. Dengan demikian, keberadaan Bangsa Indonesia terjadi karena dia 

memiliki satu nyawa, satu asal akal, yang tumbuh dalam jiwa rakyat sebelumnya yang 

menjalani satu kesatuan riwayat, yang membangkitkan persatuan karakter dan kehendak 

untuk hidup bersama dalam suatu wilayah geopolitik nyata. Sebagai persenyawaan dari 

ragam perbedaan suatu bangsa mestinya memiliki karakter tersendiri yang bisa dibedakan 

dari karakter unsur unsurnya. Selain kehendak hidup bersama, keberadaan bangsa 

Indonesia juga didukung oleh semangat Gotong Royong. Dengan kegotong Royongan itulah, 

Negara Indonesia harus mampu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, 

bukan membela atau mendiamkan suatu unsur masyarakat atau bagian tertentu dari 

teritorial Indonesia.  



 

Negara juga diharapkan mampu memberikan kebaikan bersama bagi warganya 

tanpa memandang siapa dan dari etnis mana, apa agamanya. Semangat gotong royong 

juga dapat diperkuat dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik dengan terus menerus 

mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan multikulturalisme yang dapat 

membangun rasa keadilan dan kebersamaan dilandasi dengan prinsip prinsip kehidupan 

public yang lebih partisipatif dan non diskriminatif.  

Ada dua tujuan nasionalisme yang mau di sasar dari semangat gotong royong, yaitu 

kedalam dan keluar. Ke dalam, kemajemukan dan keanekaragaman budaya, suku, etnis, 

agama yang mewarnai kebangsaan Indonesia, tidak boleh dipandang sebagai hal negatif 

dan menjadi ancaman yang bisa saling menegaskan. Sebaliknya, hal itu perlu disikapi secara 

positif sebagai limpahan karunia yang bisa saling memperkaya khazanah budaya dan 

pengetahuan melalui proses penyerbukan budaya. Keluar, nasionalisme Indonesia adalah 

nasionalisme yang memuliakan kemanusiaan universal dengan menjunjung tinggi 

persaudaraan, perdamaian, dan keadilan antar umat manusia.  

E. Pemahaman dan Implementasi Nilai-nilai Kerakyatan Dalam Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjalankan Tugasnya Kesepahaman 

para pendiri bangsa untuk membangun demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa, 

yakni demokrasi permusyawaratan, menunjukkan bahwa demokrasi bukan sekedar alat. 

Demokrasi permusyawaratan merupakan cerminan dari jiwa, kepribadian, dan cita-cita 

bangsa Indonesia. Dalam pandangan Soekarno, demokrasi bukan sekedar alat teknis saja, 

tetapi suatu kepercayaan atau keyakinan untuk mencapai suatu bentuk masyarakat yang 

dicita-citakan. Karena itu, demokrasi yang diterapkan di Indonesia mempunyai corak 

nasional yang sesuai dengan kepribadian bangsa.  

Sehingga, demokrasi di Indonesia tidak perlu sama atau identik dengan demokrasi 

yang dijalankan oleh negaranegara lain di dunia. Sila ke-4 Pancasila mengandung ciri-ciri 

demokrasi yang dijalankan di Indonesia, yakni kerakyatan (kedaulatan rakyat), 2) 

permusyawaratan (kekeluargaan), dan 3) hikmat kebijaksanaan. Demokrasi yang berciri 

kerakyatan berarti adanya penghormatan terhadap suara rakyat. Rakyat berperan dan 

berpengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. 

Sementara ciri permusyawaratan bermakna bahwa negara menghendaki persatuan di atas 

kepentingan perseorangan dan golongan. Penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas 

semangat kekeluargaan di antara keragaman bangsa Indonesia dengan mengakui adanya 

kesamaan derajat. Hikmat kebijaksanaan menghendaki adanya landasan etis dalam 



 

berdemokrasi. Permusyawaratan dijalankan dengan landasan sila-sila Pancasila lainnya, 

yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Landasan Pancasila inilah yang 

membedakan model demokrasi di Indonesia dengan demokrasi di negara-negara lain, 

termasuk dengan demokrasi liberal dan demokrasi totaliter. Pelayanan publik hendaknya 

memahami kebutuhan rakyat sebagai pemegang saham utama pemerintahan. Dalam 

demokrasi sosial, pelayanan publik berperan dalam memastikan seluruh warga negara, 

tanpa memandang latar belakang dan golongan, mendapat jaminan kesejahteraan. 

Demokrasi permusyawaratan juga menghendaki adanya semangat para penyelenggara 

negara. Idealitas sistem demokrasi yang dirancang sangat ditentukan oleh semangat para 

penyelenggara negara untuk menyesuaikan sikapnya menurut nilai-nilai Pancasila. 

Dimuliakannya aspirasi rakyat dalam demokrasi perwakilan menuntut rakyat untuk 

menjalankan sikap etis bernegara. Rakyat diharapkan dapat menjadi warga negara yang 

bijaksana, memahami hak dan kewajibannya, dan bertanggung jawab dalam menjalankan 

partisipasi politiknya. Untuk mewujudkannya, peran wakil rakyat, pemerintah sebagai 

pelayan publik, dan para kaum terpelajar pada umumnya bisa saling menopang dan mengisi 

agar tercipta warga negara dan pemerintahan yang baik secara bersamaan. F. Pemahaman 

dan Implementasi Nilai-nilai Keadilan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam 

Menjalankan Tugasnya. Dalam Negara kesejahteraan sosial, yang dituntut bukanlah 

penghapusan hak milik pribadi, tapi fungsi sosial dari hak miliki pribadi. Disinilah Negara 

bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan dari fungsi sosial atas hak milik pribadi 

sehingga bisa terwujud kesejahteraan umum. Keadilan sosial juga merupakan perwujudan 

imperative etis dari amanat pancasila dan UUD 1945, sebagaimana tercantum dalam pasal 

33 UUD 1945 yang berbunyi; ”Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, 

kemakmuran bagi semua orang”. Dan dalam realisasinya usaha mewujudkan keadilan dan 

kesejahteraan sosial harus bersendirikan kepada nilai nilai kekeluargaan Indonesia 

sebagaimana yang terkandung dalam sila sila Pancasila. Komitmen keadilan dalam alam 

pikiran Pancasila memiliki dimensi sangat luas. Peran Negara dalam mewujudkan rasa 

keadilan sosial, setidaknya ada dalam empat kerangka; (i) Perwujudan relasi yang adil 

disemua tingkat sistem kemasyarakatan, (ii) Pengembangan struktur yang menyediakan 

kesetaraan kesempatan, (iii) Proses fasilitasi akses atas informasi, layanan dan sumber daya 

yang diperlukan. (iv) Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi 

semua orang. Tujuan gagasan keadilan tidak terbatas hanya semata pada tujuan ekonomis, 

tapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam rangka pembebasan manusia dari 

pemberhalaan terhadap benda, pemuliaan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas 

kebangsaan dan penguatan daulat rakyat Perwujudan Negara kesejahteraa sangat 



 

ditentukan oleh integritas dan mutu penyelenggara Negara, disertai dukungan rasa 

tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar dari Bab III ~ Nilai-Nilai 

Nasionalisme Pancasila Bagi ASN (Sila 3 s/d Sila 5) | setiap warga. Dalam visi Negara yang 

hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berlaku prinsip” berat 

sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tidak sepantasnya mau mendapatkan untung dengan 

membiarkan rakyatnya buntung. 

 


